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Abstrak
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan program Kampung Keluarga Berencana Gerbang Seribu serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung program Kampung Keluarga Berencana Gerbang Seribu oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda.  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi serta faktor penghambat dan pendukung dalam program Kampung Keluarga Berencana Gerbang Seribu oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan ialah Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan (P2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda. Informan lainnya ialah Pelaksana Harian (PLH) Lurah Sungai Dama Kota Samarinda, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kelurahan Sungai Dama, Wakil Sekretaris Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Sungai Dama, Masyarakat Akseptor KB dan Masyarakat Non Akseptor KB. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana.
Program Kampung KB Gerbang Seribu di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda belum berjalan secara efektif. Masih terjadinya kekurangan dari segi komunikasi, sumberdaya dan kerjasama antar para pelaksana. Faktor yang menjadi penghambat Program Kampung KB Gerbang Seribu di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda adalah sumberdaya finansial dan peralatan yang belum tersedia dengan baik mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan, kurangnya peran aktif dan solid dari masyarakat serta dukungan dari tokoh masyarakat, sehingga kegiatan berjalan tidak maksimal. Sedangkan faktor pendukung Program Kampung KB Gerbang Seribu di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda adalah sumberdaya manusia yang masih berkompeten dan profesional dan Kampung KB Gerbang Seribu masih mendapatkan bantuan operasional setahun sekali.
Kata Kunci: Kampung KB, Kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN
Persoalan pertumbuhan penduduk Indonesia ini memunculkan berbagai macam permasalahan sosial, salah satunya yaitu kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup kesejahteraan masyarakat yang lebih kecil yaitu kesejahteraan keluarga, dimana keluarga memiliki peran penting dalam setiap tumbuh kembangnya dan kondisi rill sesuai dengan tugasnya masing-masing. Program Kampung KB dibentuk untuk menciptakan keluarga kecil yang sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar di peroleh suatu yang bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah penulis melakukan serangkaian observasi ada beberapa masalah yang ditemukan mengenai Program Kampung Keluarga Berencana Gerbang Seribu di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Aspek komunikasi, belum berjalannya secara maksimal program penyuluhan dan pembinaan/pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Kelurahan yang kurang transparan serta merespon permasalahan yang ada sehingga tidak adanya laporan apa yang menjadi kendala di Kelurahan tersebut.
2. Aspek sumberdaya, keterbatasannya staf dalam proses pelaksanaan program tersebut, menjadikan beberapa kepala bidang yang harus turun kelapangan langsung dan mengambil beberapa staf bidang lain yang kurang mumpuni dan menguasai permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang paling dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan program tersebut seperti penyediaan sekretariat bagi pengurus Kampung KB Gerbang Seribu dan perlengkapannya serta transportasi.
3. Aspek disposisi, tidak seimbangnya jumlah PLKB di Kelurahan Sungai Dama dengan jumlah penduduk Kelurahan Sungai Dama yang banyak, disamping itu PLKB Kelurahan Sungai Dama juga merangkap pekerjaan PLKB di Kelurahan lain.
4. Aspek struktur birokrasi, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta mekanisme/prosedur pelaksanaan program Kampung KB Gerbang Seribu antar para pelaksana (implementators) tidak berjalan dengan efektif karena merangkap pekerjaan lain dan kurang berkoordinasi sehingga masih sering terjadinya kesalahpahaman dan hilangnya komunikasi (miss communication).
Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Gerbang Seribu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda?
2) Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Gerbang Seribu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda?

KERANGKA DASAR TEORI
Implementasi Kebijakan Publik
Frederich (dalam Leo, 2006:7) mengartikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Van Horn (2002:65) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Proses implementasi kebijakan pada dasarnya tidak hanya menyangkut prilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat (Wahab, 2004:65). Selanjutnya Wahab (2001:93) mengutarakan beberaapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan yaitu, 1. Kondisi sosio ekonomi dan teknologi, 2. Dukungan publik, 3. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki oleh kelompok, 4. Dukungan dari pejabat tingkat atas, 5. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.
Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun pada saat pelaksanaan kebijakan tersebut, diantaranya:
1. Model Implementasi Goerge C. Edward III
Berperspektif top down dan menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan direct and indirect impact implementation. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.
2. Model Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn
Pendekatan top-down yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Enam variabel Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2010:154), yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
3. Model Implementasi Ripley dan Franklin
Ada 3 perspektif untuk mengukur keberhasilan impelementasi kebijakan (Agustino, 2010:154). Dalam penelitian ini, ketiga perspektif itu dipakai sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan implementasi program kemitraan, diantaranya tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. 

Program Kampung Keluarga Berencana
Menurut Pedoman Pengelola Kampung KB (2016:13) mengemukakan bahwa Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah Satuan wilayah setingkat RT, Dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu mempunyai perencanaan, pelaksanaan dalam tata kehidupan untuk membangun kebersamaan, silih asah asih dan asuh dalam bingkai program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara sistemik yang diintegrasikan dengan sektor-sektor lain khususnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera yang terbebas dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Tujuan pembentukan Kampung KB yaitu Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas (Petunjuk Teknis Kampung KB, 2016:6). Sedangkan sasaran dari Program Kampung KB yaitu, keluarga, remaja, penduduk lanjut usia, pasangan usia subur, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia dan sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
	Didalam draf petunjuk teknis proses pembentukan Kampung KB suatu wilayah perlu memperhatikan prasyarat wajib, diantaranya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah, ketersediaan data dan informasi kependudukan yang akurat dan partisipasi masyarakat. Sedangkan langkah-langkah pembentukan Kampung KB sebagai berikut:
a. Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB
b. Tahapan Pembentukan Kampung KB
c. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB
d. Pencanangan Kampung KB
e. Operasional Kampung KB
f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Kesejahteraan Masyarakat/Sosial 
Friedlander (dalam Suud, 2006:8) mendefinisikan kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembang seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluaga dan masyarakat.

Definisi Konsepsional
Dalam penelitian ini penulis merumuskan definisi konsepsional. Adapun definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: implementasi Program Kampung Keluarga Berencana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pelaksanaan program-program keluarga berencana yang diamanahkan kepada BKKBN secara terencana, berkesinambungan, dan komprehensip untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari program Keluarga Berencana. Program Kampung KB yang diteliti adalah program yang diimplementasi di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda dengan sebutan Program Kampung KB Gerbang Seribu.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln (dalam Moleong, 2007:5) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dan maksud berbagai metode yang ada. Selanjutnya menurut Arikunto (2006:10) bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Fokus penelitian ini antara lain:
1. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Gerbang Seribu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat:	
a. Komunikasi;
b. Sumberdaya;
c. Disposisi;
d. Struktur birokrasi; 
2. Faktor yang menghambat dan mendukung implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Gerbang Seribu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda.
Dalam penelitian ini pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2009:85) Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Data primer yaiu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informasi yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut: (a) Informan kunci (key Informan) dalam penelitian ini yaitu seseorang yang menguasai pokok permasalahan atau yang sesuai dengan indikator dalam penelitian dan memiliki informasi serta bersedia membagi informasi tersebut. Yang menjadi key informan dalam hal ini adalah Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan (P2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda. (b) informan dalam penelitian ini yang diharapkan dapat membantu memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini yang ditentukan dengan metode purposive sampling yaitu Lurah Sungai Dama Kota Samarinda, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), masyarakat akseptor KB serta non akseptor KB
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder bersifat menglengkapi data primer, data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, peneliti memperoleh data antara lain: (a) Dokumen-dokumen, arsip-arsip dan laporan-laporan; (b) Buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi dan teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33) dimana di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan secara bersamaan yang secara umum ialah: (1) kondensasi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Program Kampung KB Gerbang Seribu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda
a. Komunikasi
Untuk komunikasi mengenai Program Kampung Keluarga Berencana Gerbang Seribu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda terkait kondisi sosialisasinya bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan telah sesuai dengan aturan dari Pemerintah Kota. Namun, partisipasi dan kesadaran masyarakat masih kurang serta cenderung kurang semangat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Adanya permasalahan internal juga menambah indikator dari sedikitnya masyarakat yang hadir, sehingga ketidak kompakan terbentuk dari dalam masyarakat. Selain itu, komunikasi antar para pelaksana atau implementator dalam program Kampung KB Gerbang Seribu Kelurahan Sungai Dama masih belum berjalan dengan baik, terdapat permasalahan dalam internal yang mengakibatkan perkembangan dan permasalahan dari Kampung KB Gerbang Seribu kurang mendapat perhatian. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya laporan rutin terkait perkembangan dan permasalahan Kampung KB Gerbang Seribu, sehingga pihak-pihak pelaksana mengalami kesulitan dalam mengambil sikap dan menanggapi terkait Program Kampun KB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
b. Sumberdaya
Untuk sumberdaya manusia bahwa mengalami keterbatasan sumberdaya manusia di hampir di seluruh bagian para pelaksana. Beberapa Kepala Seksi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda tidak memiliki staf, terkadang selaku Kepala Seksi  langsung terjun kelapangan, artinya mereka yang menerima suratnya, mereka pula yang turun kelapangan. Selain itu, tugas seorang Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terbilang berat jika merangkap di Kelurahan lain, maka dari itu dibutuhkannya sumberdaya manusia di tiap-tiap Kelurahan minimal 1 orang dan sumberdaya manusia dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Sungai Dama krisis keterampilan yang dimiliki setiap individu. Namun, disamping itu semua kompetensi para pegawai dapat dikatakan mumpuni karena adanya pembekalan yang dilaksanakan oleh pusat selama beberapa hari dan telah lulus uji kompetensi. Selanjutnya berdasarkan analisis dari segi sumberdaya finansial/ fasilitas, bahwa anggaran yang telah disediakan belum mencukupi dalam memenuhi kebutuhan dari Kampung KB Gerbang Seribu. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas dalam mendukung implementasi Program Kampung KB , seperti sekretariat-sekretariat dalam Kelompok Kegiatan (Poktan) tidak ada sehingga masyarakat kesulitan jika ingin mengadakan pertemuan. Jika ada pertemuan selalu dilakukan secara berpindah-pindah di rumah warga. Keterbatasan sumberdaya anggaran maka terbatas pula kader Kampung KB dalam menjalankan sebuah program dengan inovasi yang telah dirancang. Selain itu, masyarakat masih sangat mengandalkan bantuan dana dari pemerintah dan tidak menjalankan program gerakan menabung seribu (Gerbang Seribu) sehingga kurang produktif dan inisiatif.
c. Disposisi
Sikap para pelaksana konsisten dalam berkomitmen dengan tetap memajukan Kampung KB Gerbang Seribu dengan cara membina kembali sumberdaya manusia, tata lingkungan dan kebersihan Kampung KB Gerbang Seribu, sebagus mungkin agar masyarakat merasakan tujuan terbentuknya dari Kampung KB dan dampak dari Kampung KB yaitu keluarga yang berkualitas serta keluarga yang sejahtera dengan menjalankannya sesuai dengan 8 fungsi keluarga yaitu yaitu, fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pelestarian lingkungan. Selain itu prospek kesejahteraan masyarakat dengan adanya Kampung KB sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dengan membumikan program dan mitra kerja pemerintah sehingga dapat meningkat kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat di bekali penyuluhan dalam mengawali suatu usaha dengan sasaran Ibu-Ibu berusia produktif namun belum memiliki pekerjaan atau menganggur disertai tidak memiliki modal dan tidak memiliki keterampilan apapun. Setelah itu, adanya perkembangan lainnya yaitu menghasilkan wirausaha baru berupa produk-produk jajanan pasar yang sering mengikuti pameran untuk menggelar produk masyarakat. Masyarakatpun merasakan manfaat dengan adanya Kampung KB bagi dirinya maupun keluarganya karena banyak kegiatan-kegiatan positif seperti penyuluhan materi. Dengan adanya Kampung KB dapat memberikan pengaruh positif bagi dirinya dan keluarga karena dapat lebih mudah dalam bersikap dan mengambil keputusan terkait kerumahtanggaan sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga.
d. Struktur Birokrasi
Pelaksanaan Program Kampung KB Gerbang Seribu telah dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP), walaupun pelaksanaannya belum dapat dikatakan baik. Dikarenakan, ketidaklengkapan formasi yang mengakibatkan kerjasamanya kurang baik, hingga saat ini hanya saling menutupi kekurangan dengan mengharapkan sumberdaya manusia yang tersedia. Selain itu, kurangnya dukungan dari para implementator dan tokoh masyarakat setempat sehingga program tidak berjalan secara maksimal. Kondisi kerjasama di wilayah Kampung KB Gerbang Seribu lebih pada pengurus Kelompok Kegiatan (Poktan). Dimana kurangnya kekompakan pengurus dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing struktur pelaksana, sehingga masyarakat berjalan sendiri

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Program Kampung KB Gerbang Seribu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda
Dalam melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat dalam implementasi Program Kampung KB Gerbang Seribu dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat di Kelurahan Sungai Dama oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda adalah:
1. Ketersediaan sumberdaya finansial dan sarana prasarana dalam pelaksanaan Program Kampung KB Gerbang Seribu Kelurahan Sungai Dama belum memadai karena anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan program-program kerja dari Kelompok Kegiatan (Poktan). Selain itu, fasilitas Sarana Prasarana berupa sekretariat sangat penting mengingat  sekretariat dapat digunakan sebagai wadah pertemuan berembuk/musyawarah dalam pelaksanaan program, sehingga tidak perlu lagi berpindah-pindah menggunakan rumah warna sebagai tempat berkumpul. 
2. Kurangnya peran aktif masyarakat. Dapat diketahui kendala terbesar terdapat pada internal masyarakat Kampung KB Gerbang Seribu. Hal ini terjadi karena tidak semua masyarakat menerima keberadaan Kampung KB. Masyarakat cenderung hanya mengetahui Kampung KB hanya dikhususnya bagi keluarga yang ber KB saja, padahal 8 fungsi keluarga harus ditanamkan sedini mungkin agar dapat menciptakan peran orang tua yang hebat, masyarakat yang mengerti bahwa 8 fungsi keluarga itu dapat memberikan kita pemahaman mengenai bagaimana menjadi pribadi yang tangguh sampai lansia kelak dari dalam kandungan sampai tahapan balita, remaja dan lansia.
3. Kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat. Komitmen yang dilakukan oleh para pelaksana dalam implementasi Program Kampung KB sudah baik, namun belum mendapat dukungan yang baik dari tokoh masyarakat menjadikan penghambat dari implementasi program Kampung KB, sehingga kegiatan-kegiatan berjalan tidak maksimal. Hal ini dapat dirasakan dengan tidak kompaknya antara masyarakat dengan pengurus Kampung KB setiap ingin melaksanakan kegiatan.
	Hal-hal yang mendukung dalam implementasi Program Kampung KB Gerbang Seribu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda, diantaranya:
1. Sumberdaya manusia para pihak pelaksana yang berkompeten. Dibalik keterbatasan sumberdaya manusia, masih terdapat sumberdaya manusia yang berkompeten dan profesional dalam menangani Program Kampung KB dalam menjalankan tugas dengan menutupi berbagai kekurangan yang tidak terlaksana dengan baik. Dapat diketahui sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam suatu program/kebijakan.
2. Masih adanya bantuan dari pemerintah. Kampung KB Gerbang Seribu masih mendapatkan bantuan operasional dari pemerintahan setahun sekali berupa bantuan fisik dan non-fisik. Jika fisik seperti mural, gapura, perbaikan tempat data, kemudian yang non-fisik bentuk pertemuan-pertemuan masih yang dibantu oleh pemerintahb. Selain itu, bantuan ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan dari Kelompok Kegiatan (Poktan) seperti Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Balita (BKB) dan seni mural yang dimaksudkan untuk menampilkan pesan-pesan positif terkait Keluarga Berencana.
3. Komitmen dari para pihak pelaksana. Disposisi implementator terkait komitmen dalam implementasi program Kampung KB Gerbang Seribu Kelurahan Sungai Dama yaitu, akan terus menjalankan komitmen dengan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan program Kampung KB. Selain itu, tetap konsisten dalam memajukan Kampung KB Gerbang Seribu dengan meningkatkan pembinaan sumberdaya manusianya, tata lingkungannya dan kebersihannya agar masyarakat merasakan tujuan terbentuknya dari Kampung KB. Walaupun kendala-kendala tak terhindarkan namun para pelaksana mengupayakan agar tujuan terbentuknya Kampung KB dapat tercapai dengan baik.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Gerbang Seribu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sugai Dama Kota Samarinda oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Gerbang Seribu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda, belum terealisasi secara maksimal mengingat beberapa indikator masih memiliki banyak kekurangan dari segi pelaksanaan, diantaranya meliputi:
a. Komunikasi;
b. Sumberdaya; 
c. Disposisi;
d. Struktur Birokrasi;
2. Faktor penghambat dari implementasi Program Kampung KB Gerbang Seribu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda, yaitu sumberdaya finansial, karena masih banyaknya kebutuhan yang diperlukan. Selain itu,  kurangnya peran aktif dan solid dari masyarakat serta dukungan dari tokoh masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan berjalan tidak maksimal. Sedangkan, faktor pendukung dari implementasi Program Kampung KB Gerbang Seribu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda, yaitu sumberdaya manusia yang masih berkompeten dan profesional dengan menutupi berbagai kekurangan yang tidak dilaksanakan dengan baik. Selain itu, Kampung KB Gerbang Seribu masih mendapatkan bantuan operasional berupa bantuan fisik dan bantuan non fisik.

Saran
[bookmark: _Toc8936820]Berdasarkan kendala-kendala yang telah dipaparkan sebelumnya terkait implementasi Program Kampung KB Gerbang Seribu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda, maka penulis merekomendasikan saran-saran yaitu sebagai berikut:
1. Komunikasi sosialisasi/penyuluhan telah terlaksana, namun partisipasi dan antusiasme dari masyarakat masih kurang karena komunikasi antar para pelaksana kebijakan tidak berjalan secara maksimal dikarenakan tidak adanya laporan rutin yang menjelaskan permasalahan dan perkembangan dari Kampung KB, maka dari itu perlunya mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi antar para pelaksana program/kebijakan, sehingga menemukan jalan keluar dengan memperbaiki sistem kinerja yang terstruktur melalui laporan rutin permasalahan dan perkembangan Kampung KB terkait serta menentukan kebijakan/keputusan selanjutnya.
2. Kompetensi para pelaksana/sumberdaya manusia pada dasarnya memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pelaksanaan Program Kampung KB, namun keterbatasan anggaran/sumberdaya finansial belum mencukupi. Peran pemerintah sebaiknya memperhatikan kebutuhan setiap wilayah Kampung KB dengan potensi wilayah setempat, karena jika sumberdaya finansial terbatas maka, program tidak berjalan dengan maksimal. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan anggaran yang tepat, maka Kampung KB tersebut dapat berkembang menjadi wadah pemberdayaan masyarakat aktif.Petugas sosial juga membutuhkan pengetahuan yang memadai sehingga perlunya adanya pelatihan atau upgrading yang lebih khusus kepada petugas sosial untuk dapat mengetahui serta mendapat pengetahuan yang baik dalam menangani anak korban kekerasan dengan cara-cara baru yang lebih fleksibel tetapi tetap menimbulkan rasa nyaman dan aman dengan bekerjasama dengan Dinas Sosial ataupun dengan dinas-dinas yang saling berkaitan.
3. Ketidaklengkapan formasi dan kurangnya dukungan dari para pihak pelaksana maupun tokoh masyarakat serta Standard Operating Procedure (SOP) yang tidak dilaksanakan dengan baik, menjadi permasalahan di Kampung KB Gerbang Seribu. Maka dari itu perlunya mendiskusikan permasalahan Kampung KB Gerbang Seribu bersama pemerintah tingkat Kelurahan dan Kecamatan, karena yang bisa menyadarkan dan menggerakan para tokoh masyarakat yaitu dukungan dari pemerintah dengan membangun komunikasi dan mitra-mitra tersebut agar bisa mengatasi masalah ini secara bersama-sama. Selain itu terkait ketidaklengkapan formasi, bisa diinisiatifkan dengan memaksimalkan potensi sumberdaya manusia yang tersedia untuk bekerja secara kolektif kolegial.
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